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Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga Legislasi yang ada di desa yang 
bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah 
desa dan  pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan skala 
prioritas penggunaannya, tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan dana desa yang digunakan 
pemerintah desa serei. Teori  yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol, 
penelitian kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian  yang menyebabkan data dan analisis yang 
digunakan  dalam penelitian  bersifat kualitatif. Fokus penelitian  yakni  peranan  Badan 
Pemusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan teori pengawasan menurut 
Fayol. Hasil penelitain ditinjau dari tiga aspek pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol yaitu 
Memerikasa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang dilihat  dari 
keterlibatan BPD pada tahap awal rencana  penggunaan dana desa sampai pada tahap akhir 
penggunaan dana desa yang dinilai belum berjalan secara efektif, karena terhentinya pekerjaan  yang 
tidak diketahui oleh BPD. Perintah yang dikeluarkan adalah terkait dengan perintah penggunaan dana 
desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinilai tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
aturan yang ada. Prinsip yang dianut adalah ukuran BPD dalam melaksanakan fungsi dan  tugas yang 
dimilikinya dalam pelaksanaan pengawasan yang dinilai sudah cukup baik, akrena dalamf 
pelaksanaan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang dianut begitu juga terhadap 
pengambilan keputusan terhadap masalah yang di dapati. Kesimpulan dalam pelaksanaan 
pengawasan yang ada didesa serei terlebih pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum bisa 
dilaksanakan secara efektif. 
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Pelaksanaan Pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak dapat 
bekerja sendiri dalam melaksanakan 
pemerintahan, pengambilan keputusan untuk 
kesejateraan masyarakat, dan pembangunan 
yang ada di desa. Harus ada yang 
mendampingi  atau yang mengawasi kinerja 
Pemerintaha desa, agar bisa berjalan dengan 
baik dan dalam pengambilan keputusan 
pembagunan untuk kesejateraan masyarakat 
bisa berjalan dengan baik sesuai dengan 
kebutuhan dari masyarakat. 
Kewenangan yang dimiliki Pemerintah 
desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan 
pembagunan harus ada yang mengawasinya 
agar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
maka untuk kewengangan yang dimiliki untuk 
mengatur kepentingan masyarakat, 
dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah 
yang berfungsi menamppung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat. BPD merrupakan mitra 
kerja Pemerintah Desa dan memiliki 
kesusukan yang sejajar dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintah, 
pembagunan dan pemberdayaan masyarakat, 
dan sebagai lembaga pengawasan memiliki 
kewajiban untuk melakukan control terhadap 
implementasi peraturan desa, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta 
jalannya Pemerintahan didesa. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemerintahan yang ada di desa merupakan  
salah satu  alasan  terpenting mengapa BPD di 
bentuk, pengawasan yang dilakukan BPD 
adalah pengawasan preventif. Pengawasan 
preventif adalah pengawasan yang dilakukan 
terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu 
dilaksanakan, sehingga dapat mencegah 
terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih 
kepada penggunaan APBDes, Swadaya 
Masyarakat, dan Dana Desa. 
Untuk meningkatkan pembagunan 
yang ada didesa yang bertujuan untuk 
kesejateraan masyarakat agar roda 
perekonomian didesa bisa berjalan dengan 
baik maka Pemerintah memberikan bantuan 
kepada setiap desa yang ada di Indonesia lewat 
pemberian Dana Desa. Dana desa adalah dana 
yang berasal dari dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang di peruntukan bagi desa yang di transfer 
melalui Anggaran Pendaptan dan Belanja 
Kabupaten dan digunakan unttuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembagunan, pembinaan  masyarakat, dan 
pemberdayaan  masyarakat (Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendaptan dan Belanja Negara pasal 1 (2). 
selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa 
Dana Desa tersebut di transfer melaui  APBD 
kabupaten untuk selanjutnya di transfer ke 
APBDes. Penyaluran Dana Desa  di atur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 
tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa 
dilakukan secara bertahap pada tahun 
anggaran yang berjalan dengan ketentuan : a) 
Tahap I pada bulan April sebesar 40%,  b) 
Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%,  c) 
Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% 
Badan Permusyawaratan Desa 
mempunyai peranan yang strategis dalam ikut 
mengawal penggunaan dana desa agar tidak 
diselewengkan. Dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan BPD di harapakan tidak ragu dan 
takut karena BPD memiliki payung hukum 
yang kuat dalam menjalankan pengawasan 
terhadap penggunaan dana desa yaitu Kepala 
Desa wajib menyampaikan laporan 
keterrangan penyelenggaraan Pemerintahan 
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan 
Desa yang memuat paling sedikit pelaksasaan 
peraturan desa dan laporan inilah yang 
digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan 
kinerja Kepala Desa (Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ttg Peraturan 
Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 
2014).  
Mekanisme pengawasan Dana Desa 
oleh BPD dimulai dari proses musyawara 
bersama bersama  masyarakat / musyawara 
desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran 
Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan 
pembagunan, dan sampai pada tahap 
penyampaian laporan / laporan pertanggung 
jawaban oleh Kepala Desa. 
Dana desa tahap pertama yang diterima 
sebesar Rp. 116.360.200 dan di bagi dalam pos 





pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. 
untuk kegiatan fisik / pembagunan dana desa 
di gunakan untuk keperluan awal pengeboran 
air bersih yaitu  untuk pembelian lahan untuk 
tempat pengeboran, pembelian penampungan 
air, pembelian tower untuk tempat 
penampungan air, dan meteran listrik.  
Tahap kedua dana desa yang diterima 
adalah sebesar Rp.116.360.200, dana desa 
tahap kedua ini digunakan untuk kegiatan 
memulai proses pengeboran, yaitu penanda 
tanganan kontrak kerja oleh pihak kontraktor 
pengeboran air dan pemerintah desa.  Lokasi 
pengeboran berada di bukit dekat hutan desa 
serei, saat pengeboran terjadi banyak kendala 
yang alami, sehingga menggakibatkan terjadi 
dua kali penggeboran, adapun kendala yang di 
alami oleh pihak kontraktor selain kondisi 
topografi dari desa dan kendala dari rusaknya 
peralatan saat terjadi pengeboran yang 
membuat pekerjaan pengeboran tertunda. 
Dan untuk tahap ketiga yang di terima 
adalah sebesar Rp. 58.108.600, penggunaanya 
masih meliputi pengadaan air bersih untuk 
kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa 
serei yaitu proses penyaluran air bersih dari 
penampungan kepada masyarakat dengan cara 
menggali saluran pipa air yang 
menghubungkan penampungan utama dengan 
penampungan yang ada di setiap jaga agar bisa 
langsung di pakai masyarakat. 
Dengan adanya Badan 
Permusyawaratan Desa didesa Serei, 
mendorong penulis untuk meneliti kinerja 
BPD itu, apakah benar – benar menjalankan 
tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa 
terhadap penggunaan dana desa serta tugas 
yang lainnya atau hanya menjadi simbol 
demokrasi tanpa implementasi maksudnya 
hanya sekedar Organisasi saja tapi tidak 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 
Berdasarkna pengamatan awal dan informasi 
yang didapat oleh peneliti, Peranan BPD tidak 
berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas 
pengawasan BPD terkesan  sekedar organisasi 
saja, banyak keluhan dari masyarakat 
mengenai lambatnya kinerja pemrintah dalam 
hal pembangungan, dan lemahnya 
penggawasan BPD terhadap peralihan 
pemrintahan yang mengakibatkan 
terbengkalainya program pembagunan yang 
sedang berjalan seharusnya mendorong BPD 
untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai 
pengawas pemerintah desa dan penggunaan 
dana desa. berdasarkan fenomena – fenomena 
tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 
permasalahan – permasalahan tersebut dengan 
mengangkat judul penelitian yaitu “ Peranan 
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam 
menjalankan fungsi pengawasan penggunaan 
dana desa di desa Serei Kecamatan Likupang 
Barat Kabupaten Minahasa”. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, 
maka penulis tertarik untuk dapat melakukan 
penelitian yaitu sebagai berikut : 
“ Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan 
Desa ( BPD ) dalam Pelaksanaan Fungsi 
Pengawasan penggunaan Dana Desa pada 
Desa Serei Kecamatan Likupang Barat 
Kabupaten Minahasa Utara  
 Setiap penelitian yang dilakukan 
mempunyai sasaran yang hendak dicapai 
ataupun menjadi yaitu : Untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan  fungsi pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam 




 Peranan berasal dari kata peran, yang 
menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai pemain. Peran adalah  orang yang 
menjadi  atau melakukan sesuatu atau “ 
perangkat  tingakah laku yang diharapkan 
dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 
masyarakat”. Peranan  Jika di tunjukan pada 
hal yang besifat kolektif  dalam masyarakat, 
seperti himpunan, gerombolan, atau oranisasi, 
maka peranan berarti “ perangkat tingkah yang 
diharapkan dimiliki oleh organisasi yang 
berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. 
 Menurut Soejono Soekanto (2003: 
243) peranan ( role ) memiliki aspek dinamis 
dalam kedudukan ( status ) seseorang. Apabila 
seseorang menjalankan hak dan kewajibanya 
sesuai dengan kedudukannya maka dia 
menjalanakan suatu peranan . Peranan lebih 
banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian 
diri, dan sebagai suatu proses, menurut 
Soejono Soekanto unsur – unsur peranan atau 
role adalah :  





2. Perangkat hak – hak dan kewajiban 
3. Perilaku social dari pemegang 
kedudukan 
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan 
seseorang 
 
Konsep Badan Permusyawaratan Desa 
Badan permusyawaratan desa 
merupakan perwujudan demokrasi di desa. 
Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan harus memperhatikan aspirasi 
dari masyarakat yang diartikulasikan dan 
diagresiasikan oleh BPD dan lembaga 
masyarakat lainnya. 
Badan Permusyawaratan Desa  
berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 
dengan Kepala Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
melakukan pengawasan ( UU No. 6 tahun 2014 
pasal 55 ). Oleh karenanya BPD sebagai badan 
permusyawaratan yang berasal dari 
masyarakat desa, dismping menjalankan 
fungsinya sebagai jembatan penghubung 
antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, 
juga dapat menjad lembaga yang berperan 
sebagai lembaga reprensentasi dari 
masyarakat. 
Kedudukan, Tugas dan Kewajiban BPD 
BPD dalam pemerintahan desa 
berkedudukan sebagai lembaga legislative, 
yaitu sebagai badan untuk tempat berdikusi 
bagi para wakil masyarakat desa. dalam proses 
berdikusinya itu, para anggota BPD 
berkedudukan sebagai kelompok masyarakat 
yang memilihnya. Dengan demikian, BPD 
berada dalam posisi / kedudukan di pihak 
masyarakat, bukan sebagai mitra kerja dari 
pemerintah desa. 
Berdasarkan kedudukannya itu, BPD 
memiliki tugas – tugas pokok untuk :  
1. Merumuskan peraturan desa yang 
dibituhkan oleh Desa, yang nantinya 
akan disahkan oleh Surat Keputusan 
Kepala Desa. 
2. Bersama – sama Kepala Desa membuat 
Anggaran dan Pengeluaran Keuangan 
Desa. 
3. Mengawasi pemerintah desa dalam 
pelaksanaan pemerintahan sehari – 
hari. 
Dalam melakukan tugas pokok yang 
pertama dan kedua, yaitu fungsi perumusan 
peraturan dan fungsi pengganggaran, BPD 
berkewajiban : 
1. Menggali ( mencari sendiri secara 
proaktif aspirasi masyarakat ke 
lapangan.) 
2. Menampung ( menerimah aspirasi 
masyarakat yang datang ke kantor.) 
3. Mempelajari ( menguasai segala 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang berkaitan dengan 
program pembangunan / pemerintahan 
di desa.) 
4. Mendiskusikan ( membicarakan ketiga 
hal itu secara bersama-sama diluar 
musyawarah-resmi BPD.) 
5. Merancang ( merencanakan secara 
matang hal-hal pokok (secarah 
berurutan berdasarkan skala prioritas) 
yang akan di putuskan dalam 
musyawarah BPD.) 
6. Merumuskaan ( memutuskan rumusan-
rumusan peraturan dan program desa.) 
7. Pembangunan desa, anggaran 
penerimaan dan pengeluaran keuangan 
desa, dan yang lainya untuk disahkan 
oleh Kepala Desa.) 
 
Konsep Pengawasan  
Pengawasan adalah proses dalam 
menetapkan ukuran kinerja kerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung 
pencapaian hasil yang diharapakan sesuai 
dengan kinerja yang tealh d tetapkan tersebut. 
Controlling is the prosess of measuring 
pefomances and talking action to ensure desire 
result. Pengawasan adalah proses untuk 
memastikan bahwa segala sesuatu aktivitas 
yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. The process that actual 
activities conform the palnned activities. 
Menurut Winardi “ pengawasan  
adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh 
pihak manajer dalam upaya memastikan 
bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang di 
rencanakan “, sedangkan  menurut Fayol 
pengawasan adalah upaya memeriksa apakah 
semua terjadi sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan, perintah yang di keluarkan, dan 





mengetahui kelemahan dan kesalahan agar 
terhindar di kemudian hari. 
Pengawasan adalah upaya yang 
sistematik untuk menetapkan kinerja standar 
pada perencanaan untuk merancang sistm 
umpan balik informasi, untuk membandingkan 
kinerrja actual dengan standar yang tealh 
ditentukan, untuk menetapkan apakah telah 
terjadi suatu penyimpangan serta untuk 
mengambil tindakan perbaikan yang di 
perrlukan untuk menjamin bahwa semua 
sumber daya peusahaan atau pemerintahan 
tealh di gunakan seefektif dan seefesien 
mungkin guna mencapai tujuan perusahaan 
atau pemerintahan. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan 
sepenuhnya untuk menghindari adanya 
kemungkinan penyelewengan atau 
penyimpangan atas tujuan yang akan di capai, 
melalui pengawasan diharapkan dapat 
membantu melaksanakan kebijakan yang 
tealah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang 
telah direncanakan secara efektif dan efisien. 
Bahkan melalui pengawasan tercipta aktivitas 
yang barkaitan erat dengan penentuan atau 
evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan 
kerrja sudah dlaksanakan. Pengawsan juga 
dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan 
pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana 
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 
kerja tersebut. 
Hasil pengawasan ini harus dapat 
menunjukan sampai dimana terdapat 
kecocokan dan ketidakcocokan dan 
menemukan penyebab ketidakcocokan yang 
muncul. Dalam konteks membangun 
manajemen pemerintahan public yang 
bercirikan good governance ( tata kelolah 
pemerintahan yang baik ), pengawasan 
merupakan aspek penting untuk menjaga 
fungsi pemrintahanan berjalan dengan baik.  
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas public, 
pengawasan merupakan salah satu caraa untuk 
membangun dan menjaga legitimasi warga 
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan 
dengan menciptakan suatu system pengawasn 
yang efektif, baik pengawasan intern ( intern 
control ) maupun pengawasan eksteren ( 
eksteren control ). Disamping mendorong 




Berdasarkan latar belakang dan 
peumusan masalah maka jenis penelitain yang 
digunakan adalah penelitian Kualitatif 
deskriptif.  
Yang menjadi fokus pada penelitian ini 
adalah : Peranan Badan Permusyawaratan 
Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan 
khususnya Penggunaan Dana Desa dengan 
melihat aspek pengawasan yang di kemukan 
oleh Fayol yaitu :  
- Memerikssa apakah semua terjadi sesuai 
dengan  rencana yang di tetapkan 
- Perintah yang di keluarkan 
- Dan prinsip yang di anut 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat 
ditentukan informan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Ketua Badan permusyawaratan 
Desa 
2. 3 Anggota Badan 
Permusyawratan Desa 
3. 2 Pemerintah Desa 
4. 2 tokoh Masyarakat 
Pengumpulan data dapat dilakukan 
dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan 
berbagai cara. Bila dilihat dari setting nya, dta 
dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada 
laboratorium dengan metode eksperimen, 
dirumah dengan berbagai responden, pada 
suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain – lain. 
bila dilihat dari segi cara atau teknik 
pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 
data dpat dilakukan dengan observasi ( 
pengamatan ), interview ( wawancara ), 
kuesioner ( angket ), dokumentasi dan 
gabungan keempatnya. 
Penelitian kualitatif, pengumpulan data 
dilakukan pada natural setting (kondisi 
alamiah ), sumber data primer, dan teknik 
penggumpulan data lebih banyak pada 
observasi, wawancara mendalam ( in depth 
interview ) dan dokumentasi (sigiyono, 
2007;62-63). 
Dalam penelitian kualitatif, data 
diperoleh dari berbaga sumber, dengan 
memnggunakan teknik pengumpulan data 
yang bermacam – macam ( triangulasi ), dan 
dilakukan secara terus menerus sampai dtanya 





dilakukan dalam menganalisa data yang ada 
sebagai berikut : 
1. Kategori, dalam hal ini data – data 
yang di peroleh dari lapangan 
dikategorikan berdasarkan skala 
prioritas yang dianalisa dan data 
yang tidak di prioritaskan untuk 
analisa 
2. Reduksi adalah sebuah langkah 
dengan menghilangkan atau 
menegaskan data tertentu yang 
dinilai tidak perlu untuk dianalisa 
secara lebih lanjut untuk 
kepentingan penelitian. 
3. Interprestasi adalah tahapan akhir 
dari proses analisa data, dimana 
memberikan tafsiran, penjelasan – 
penjelasan yang berkaitan erat 
dengan data – data yang menjadi 
isu dalam penelitian. 
 
HASIL PENELITIAN  DAN 
PEMBAHASAN  
Bedasarkan hasil penelitian maka 
peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
pelaksanaan fungsi pengawasan di desa Serei 
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten 
Minahasa Utara. Dapat terlihat dari beberapa 
aspek sebagaimana hasil analisa dalam 
penelitian ini yaitu : 
a. Memerikasa apakah semua terjadi 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan 
Tahapan ini merupakan tahapan awal 
dalam melaksanakan pengawasan yang 
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, 
karena pada awalnya harus ada perencanaan  
dan pekerjaan yang dilakukan barulah adanya 
pengawasan. Hal ini untuk mamastikan jika 
pengawasan yang dilakukan tealh sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan. Tahapan 
penggunaan dana desa di mulai dengan 
menetapkan apa yang akan dibangun atau dana 
desa akan di pergunakan untuk apa, tahapan 
awal yang dilakukan pemerintah desa yaitu 
melakukan musyawara dusun, musyawara 
rencana pembagunan jangka menengah desa 
(musrembangdes), rencana anggaran belanja, 
dan rencana pembagunan jangka menengah 
desa (rpjmdes)  
Musyawara dusun merupakan tahapan 
awal yang tidak kalah penting, musyawara 
dusun ini dilakukan oleh Generasi Cerdas di 
bawah  naungan pendamping desa, musyawara 
dusun ini dilakukan oleh pemerintah desa yang 
bekerja sama dengan  pendamping desa untuk 
menyiapakan penggunaan dana desa sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, dan lewat 
musdus ini pemerintah desa dan BPD akan 
mengetahui kebutuhan setiap masyarakat yang 
ada di setiap dusun. Hasil musyawara dusun 
yang dilakukan disetiap dusun tidak semuanya 
bisa di masukan kedalam Musrembangdes, 
hasil musdus akan dipilih sesuai dengan skala 
priorittas kebutuhan masyarakat disetiap 
dusun, dan hasil skala prioritas kebutuhan 
masyarakat inilah yang akan dimasukan dalam 
musyawara rencana pembangunan desa. Rapat  
musrembangdes yang dilakukan oleh 
pemerintah kecamatan di dalamnya bertujauan 
agar setiap desa bisa menyampaikan rencana 
pembagunan yang menggunakan dana desa, 
dan bisa disampaikan kepada semua 
masyarakat yang ada,selanjutnya hasil 
musrembangdes ini yang di masukan dalam 
draf rencana pembagunan jangkah menengah 
desa dalam penyusunan rpjmdes, BPD terlibat 
didalamnya. Keterlibatan BPD sejak awal 
dalam musdus membuat BPD memastikan jika 
apa yang direncanakan itulah yang akan 
dibagun. Bedasarkan hasil, musrembangdes 
yang akan dibangun yaitu pengadaan air bersih 
untuk masyarakat karena air bersih merupakan 
kebutuhan paling mendasar oleh masyarakat.  
Pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan bukan hanya pada saat pekerjaan 
berlangsung, tapi jauh sebelum pekerjaan itu 
dilakukan yaitu penentuan lokasi pekerjaan 
pengeboraan air bersih, sempat terjadi aduh 
pendapat antara ketua BPD dan pj. Hukum tua 
saat itu untuk lokasi pembagunannya, yang 
akhirnya disepakati untuk di bangun diloksi 
bukit belakang desa dengan berbagai bahan 
pertimbangan yang dilakukan, dan saat proses 
pekerjaan terjadi kendala yang mengakibatkan 
dipindahkan lokasi pengeboran tidak jauh dari 
lokasi awal.  Keberhasilan pembaguna yang 
dilakukan oleh pemerintah desa, dikatakan 
berhasil jika sarana itu bisa digunakan oleh 
masyarakat secara kseseluruhan, tapi sampai 
saat ini air belum bisa digunakan oleh 
masyarakat secara keseluruhan, baru 





menggunakannya tapi tidak lama, karena air 
sudah tidak berjalan lagi, di tambah dengan 
terhentinya pekerjaan pembuatan saluran pipa 
air menuju kesetiap bak dan penampungan 
yang berada disetiap dusun. Bedasarkan hasil 
wawancara sebelumnya, penulis dapat 
menganilisa bahwa terjadi kontroversi antara 
pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat 
dan BPD dalam hal pengawasan yang 
dilakukan oleh BPD untuk pekerjaan yang 
berlangsung bahwa informasi yang diberikan 
BPD mereka sudah membagi tugas dalam 
pelaksanaan pengawasan dan pengawasan 
dilakukan setiap hari agar pengawasan yang 
dilakukan bisa berjalan dengan efektif, juga 
menimalisir terhadap penyelewengan 
kekuasaan maupun penyelewengan 
penggunaan dana desa, sedangkan  jawaban 
dari masyarakat bertolak belakang dengan 
yang disampaikan oleh BPD, bahwa mereka 
tidak setiap hari berada dilokasi pekerjaan dan 
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 
yang ada, paling dalam seminggu hanya sekali  
BPD berada dilokasi pekerjaan untuk  
melakukan pengawasan. Demikian pula 
penyampaian dari salah satu tokoh masyarakat 
desa serei, BPD tidak selalu berada diloasi 
perkerjaan untuk melakukan pengawasan hal 
itu membuat ada beberapa masalah yang 
terlewati oleh BPD dilokasi pekerjaan, ada 
baiknya jika dalam pengawasan BPD juga 
elibatkan masyarakat sebagai mitra kerja untuk 
melakukan pengawasan, meningat karena 
tidak selamanya BPD berada dilokasi 
pekerjaan untuk mengawasi, tapi masyarakat 
bisa selalu berada dilokasi untuk melakukan 
pengawasan dan hasil pengawasan yang 
dilakukan bisa disampaikan kepada Anggota 
BPD. 
Pengawasan bertujuan untuk 
memastikan jika apa yang dikerjakan telah 
sesuai dengan rencana,  menghindari pekerjaan 
yang terkatung - katung , mengetahui 
permasalahan yang terjadi dilokasi pekerjaan 
serta mencari jalan keluar dan solusi atas 
permasalahan yang terjadi. Pengawasan yang 
dilakukan oleh BPD harus juga melibatkan / 
bekerja sama dengan masyarakat (sosial 
control), karena dalam pengawasan 
penggunaan dana desa maupun pembagunan 
bukan hanya menjadi tanggung jawab BPD 
tapi menjadi tanggung jawab seluruh 
masyarakat dari berbagai elemen masyarakat, 
karena tidak selamanya BPD berada dilokasi 
dan melakukan pengawasan dengan  
melibatkan masyarakat maka pengawasan 
yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.  
 
b. Perintah yang dikeluarkan 
Pada tahapan kedua yaitu perintah 
yang dikeluarkan meliputi perintah 
pengawasan kepada BPD oleh Pemerintah  dan 
perintah penggunaan dana desa. 
Undang - Undang dan Peraturan 
Pemeritah yang dikeluarkan  sudah dengan 
tegas menjelaskan tugas dan tanggungjawab 
yang dimiliki BPD yaitu memantau, 
mengontrol, mengevaluasi, dan menindak 
lanjuti setiap penggunaan anggran yang masuk 
/ keluar dari kas desa. Dasar payung hukum 
yang sudah sangat jelas ini memberikan BPD 
kekuatan untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap penggunaan dana desa, hal ini 
dilakukan mengingat besarnya jumlah dana 
desa yang akan diterima oleh setiap desa, dan 
sebagai lembaga legislasi yang ada didesa 
yang mengawasi kinerja pemerintah desa 
maka BPD  diharapkan bisa menjalankan 
fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan 
baik, dan tidak perlu ragu dalam mengambil 
keputusan ketika dalam pengawasan yang 
dilakukan menemukan adanya penyelewengan 
kekuasaan atau penyalah gunaan anggaran 
dana desa, segera menindak lanjuti temuan 
tersebut.  
     Perintah yang dikeluarkan untuk 
penggunaan dana desa sudah sangat jelas yaitu 
di pergunakan untuk membiayai kebutuhan 
pembagunan dan kesejateraan mayarakat desa, 
dengan besarnya dana desa yang diterima oleh 
setiap desa maka pengawasan terhadap 
penggunaan dana desa harus dilaksnakan 
dengan seabaik – baiknya, sekecil apapun 
masalah yang terjadi harus segera di tindak 
lanjuti untuk mencari jalan keluarnya. 
Penggunaan dana desa didesa serei tahap satu 
dan dua dalam pekerjaan dan penggunaannya 
berjalan dengan baik, tapi lain halnya dengan 
penggunaan dana desa tahap tiga desa serei, 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
informan, penulis dapat menganalisa terhadap 





terhentinya pekerjaan yang dilakukan dengan 
alasan anggaran yang tersedia sudah tidak 
mencukupi lagi untuk membiayai pekerjaan 
dan membayar upah pekerja. Padahal dalam 
RPJMDes Sudah sangat jelas pembagian  pos 
– pos untuk dana desa yang terima oleh desa 
serei begitu juga untuk dana desa tahap ketiga 
untuk penggunaanya, berdasarkan hasil analisa 
penulis dapat menyimpulkan jika sudah terjadi 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan 
yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait 
dalam hal ini hukum tua, dan bisa dilihat dari 
gaya hidup yang sudah mulai berubah, 
beberapa laporan keuangan yang diketahui 
oleh sekertaris desa, pembelian laptop untuk 
kebutuhan Sistem Informasi Desa yang tidak 
sesuai dengan instruksi. 
Sebagai lembaga legislasi dan yang 
mengawasi kinerja pemerintah, BPD 
diharapkan bisa segera menindak lanjuti 
terhentinya pekerjaan tersebut dan meminta 
pertanggung jawaban pemerintah juga 
penjelasan alasan terhentinya pekerjaan, dan 
bersama – sama dengan BPD mencari jalan 
keluar terhadap masalah yang ada. Tapi BPD 
tetap harus melakukan penyelidikan dan 
evaluasi terhadap terhentinya pekerjaan, dan 
evaluasi pada penggunaan dana desa ketika 
didapati adanya penyelewengan maka BPD 
harus meneruskan temuan ini kepada 
pengawas kecamatan, untuk tindakan 
selanjutnya pengawas kecamatan dapat 
melaporkan kepada pihak yang berwenang.  
 
c. Prinsip yang dianut 
Selain  Undang – Undang dan 
Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan 
hukum oleh BPD dalam  melaksanakan fungsi 
pengawasan yang dimilikinya, prisnip – 
prinsip dasar pengawasan juga sangat di 
perlukan BPD dalam menjalankan tugas 
mereka agar pengawasan yang dilakukan dapat 
bisa secara efektif.  
prinsip – prinsip dasar pengawasan 
yaitu adannya rencana tertentu dalam 
pengawasan, adanya pemberian instruksi atau 
perintah dan wewenang kepada bawahan, 
dapat merefleksikan berbagai sifat dan 
kebutuhan dari berbagai kegaitan yang 
diawali, dapat segera dilaporkan adanya 
berbagai bentuk penyimpangan, bersifat 
fleksibel, dinamis, ekonomis, dapat 
merefleksikan pola organisasi, dan dapat 
menjamin diberlakukannya tindakan korektif. 
Prinsip pengawasan ini sudah sangat baik dan 
jelas memberitahukan prisip – prinsip kerja 
yang di perlukan dalam pelaksanaan 
pengawasan dan semua prinsip dasar 
pengawasan ini dipakai oleh BPD dalam 
pelaksanan pengawasan, penyelesaian 
permasalahan yang didapati saat bekerja, dan 
begitu juga dalam  menyampaikan aspirasi 
masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. 
pengawasan juga memiliki hubungan 
yang sitemastis dengan pemantauan, dan 
evaluasi, untuk pelaksanaan pengawasan, 
pemantauan dan evaluasi perlu didasarkan 
pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang 
kuat dari setiap anggota BPD yang bertujuan 
untuk memperbaiki permasalahan yang ada. 
Untuk pelaksanaan pengawasan, pamantuan, 
dan evaluasi harus memiliki prinsip – prinsip 
dlam pelaksanaanya, dan prinsip – prinsip 
yaitu obyektif dan professional, transparan, 
partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, 
terintergritas, dan berbasis indikastor kerja.  
Prinsip – prinsip dasar pengawasan dan 
prinsip pengawasan, pemantauan dan 
evaluasi, kedua prinsip ini saling berkaitan 
satu denggan lainnya. Penulis dapat 
menganalisa jika kedua prinsip ini 
digabungkan menjadi satu oleh BPD dalam 
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki 
maka pengawasan dapat dilakukan dengan 
baik dan secara efektif dan menimalisir 
penyalahgunaan kekuasaan atau 
penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah 
desa, dan dalam penyelesaian masalah dapat 
berorientasi solusi yaitu mencari solusi 
terhadap masalah yang terjadi.  Dengan 
adanya prinsip – prinsip pengawasan ini, 
membuat setiap anggota BPD lebih mengerti 
lagi akan tugas pengawasan yang mereka 
lakukan dan apa yang harus diawasai, dengan 
pembagian  tugas yang  jelas membuat setiap 
anggota BPD bekrja dengan baik juga untuk 
penyelesaian masalah harus berorientasi pada 
solusi dan berrbasis indicator kerja artinya 
BPD membahas hasil pengwasan yang 
dilakukan dan jika ditemui adanya masalah 
harus di bahas bersama – sama dengan 





tapi jika permaslahnnya tetntang 
penyelewengan kekuasaan dan kewenangan 
maka BPD harus melakukan pemerksaan 
lebih lanjut, dan melaporkan hasil temua itu 
kepada pengawasan kecamatan, dengan 
prinsip kerja ini bertujuan agar pengawasan 
yag dilakukan bisa secara efektif dan sesuai 






Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Peran Pengawasan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa yang 
dilaksanakan belum optimal atau 
efektif, karena lemahnya pengwasan 
yang dilakukan BPD membuat 
terkatung – katungnya pekerjaan dan 
banyaknya masalah yang terjadi 
dilokasi yang tidak terpantau oleh 
BPD. 
2. Peran pengawasan oleh Badan 
Permusyawaratan desa belum optimal 
hal ini di karenakan peralihan 
pemerintah lama kepada pemerintah 
baru, yang mengakibatkan pengawasan 
yang dilakukan BPD  terhadap 
pembangunan berjalan kurang optimal, 
dimana pekerjaan pembuatan saluran 
pipa air sudah terhenti dan BPD tidak 
tahu. 
3. Prinsip – prinsip dasar pengawasan 
yang dimiliki oleh BPD sangat 
membantu BPD dalam menjalankan 
fungsinya, begitu juga dalam hal 
pengambilan keputusan terkait 
permasalahan yang di dapati oleh BPD 
selama melakukan pengawasan dalam 




Berdasarkan kesimpulan diatas, 
peneliti dapat memberikan saran : 
1. Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan Pengawasan harus bisa 
mengabungkan pengawasan preventif 
dengan teknik pengawasan langsung 
dan tidak langsung, juga bekerja sama 
dengan masyarakat (social control) 
agar pengawasan bisa dilakukan secara 
efektif, mengingat tidak selamanya 
BPD berada di lokasi dan melakukan 
pengawasan 
2. Badan Permusyawaratan Desa harus 
melakukan pemanggilan kepada 
pemerintah desa dalam hal ini hukum 
tua untuk mempertanyakan kenapa 
sampai pekerjaan terhenti, 
memberikan rengang waktu untuk 
menyelesakannya. Jika dalam rengang 
waktu yang diberikan, blm juga di 
selesaikan BPD melakukan peringatan 
tertulis dan melaporkan hal itu kepada 
pengawas kecamatan untuk 
melakukantindakan selanjunya. 
3. Tetap mempertahakan prinsip – prinsip 
dasar pengawasan yang dilakukan 
dalam menjalankan fungsi pengawasan 
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